
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan 
Umum Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan 

. Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan 
Kabupaten Tapanuli Tengah. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak 
Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik · 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tam.bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286 ; __ 
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10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tam.bah.an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5036); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5336); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 1 . Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 3348); 

•• 
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15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 NJmor 6, Tainbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, · Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

· Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

• 
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31. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Akademi 
Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah. 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Penataan Sistem Pola Remunerasi Pegawai 

.: Negeri; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/ 
2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa 
pada Badan Layanan Umum Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

28. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, 
Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
07 /XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/ PB/XII/ 
2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang 
Kesehatan Milik Pemerintah Daerah; 

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang 
ljazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi 
Pendidikan Tinggi.; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi 
Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah; 

• 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah; 
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah 

Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Tapanuli Tengah; 
6. Direktur Akper yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Akper 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; 
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja 
perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/ataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktifitas; 

8. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang 
selanjutnya disebut Akper merupakan institusi pendidikan tinggi milik 
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi bidang keperawatan tingkat Diploma III; 

9. Pelayanan Pendidikan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh 
Akper kepada masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, 
pelayanan penelitian dan pelayanan administrasi; 

10. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan 
untuk mencapai SPM secara menyeluruh; 

11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar pada institusi 
pendidikan yang berhak diperoleh setiap komponen pendidikan secara 
minimal; 

12. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia; 

13. Pendidikan diploma bidang kesehatan adalah pendidikan tinggi 
dilingkungan institusi pendidikan Departemen Kesehatan yang ditetapkan 
oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 

14. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan (PPSDM) adalah lembaga di lingkungan Departemen Kesehatan 
yang bertugas melaksanakan pengembangan dan oemberdavaan surnber 

I• 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM I 

' I 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAII AKADEMI 
KEPERAWATAN KABUPATEN TAPANUL~ TENGAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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pencapaian SPM; 
27. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi bahan kajian, mata 
pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta 
didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; 

28. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 
mencapai standar kompetensi lulusan. 

29. Standar pendidik adalah tenaga kependidikan prajabatan dan kelayakan 
fisik mental serta pendidikan dalamjabatan; 

15. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) adalah salah satu 
pusat pendidikan di bawah badan PPSDM yang mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan; 

16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai dosen; 
17. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus 

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau 
a sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; 
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; 
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang 
danjenis pendidikan tertentu; 

20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan · ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat; 

21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan 
bahan pelajaran serta cara-cara yang di gunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan; 

22. Struktur kurikulum adalah merupakan pola dan susunan komposisi 
mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK}, mata kuliah keilmuan dan 
keterampilan (MKK}, mata kuliah keahlian berkarya (MKB}, mata kuliah 
perilaku berkarya (MPB}, mata kuliah berkehidupan bermasyarakat 

- (MBB); 
23. Proses pembelajaran adalah . kegiatan belajar mengajar yang berkaitan 

dengan kegiatan tenaga pendidik, peserta didik, pola dan proses interaksi 
tenaga pendidik dan peserta didik; 

24. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan 
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 
pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban; 

25. Komponen standar nasional pendidikan adalah unsur-unsur yang harus 
terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan; 

26. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif yang digunakan 
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam 

' . 
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Standar pelayanan minimal (SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka 
• penyelenggaraan pendidikan mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru, 

proses pembelajaran teori, praktek dan lapangan, sarana dan prasarana, 
penyelenggaraan ujian sampai dengan kegiatan wisuda sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 2 

BABII 
PRINSIP DAN TUJUAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

369 

30. Standar saran.a dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah 
raga, ternpat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, 
tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar 
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pernbelajaran termasuk 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; 

31. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan 
pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pendidikan; 

32. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu 
tahun; 

33. Standar peni l aian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar 
peserta didik; 

34. Penghargaan adalah tindakan pemberian imbalan kepada mahasiswa atas 
prestasi yang luar biasa, sikap dan perbuatan terpuji, keteladanan serta 
kedisiplinan. 

35. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa yang ternyata 
terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 
yang berlaku, baik ketentuan yang bersifat administratif maupun 
ketentuan teknis. 

36. Kebebasan akademik adalah kebebasan mengutarakan pendapat 
berdasarkan teori ilmiah yang· dikaji secara mendalam dan matang di 
ruang kuliah . 

37. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan 
dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan 
besarnya beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, 
dan beban penyelenggaraan program. 

38. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/ atau 
. penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 
39. Surat keterangan pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai 

sama dengan ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. 

• 
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( 1) Mahasiswa Akper Tapanuli Tengah berasal dari lulusan sekolah 
menengah atas (SMA) dan/ atau sederajat yang menyelenggarakan dan 
lulus ujian nasional. 

(2) Syarat dan ketentuan pendaftaran calon mahasiswa baru diatur lebih 
lanjut dengan keputusan direktur. 

Seleksi Mahasiswa Baru 
Pasal 5 • 

BAB III 
PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

a. terjaminnya hak komponen pendidikan untuk menerima suatu pelayanan 
dasar dari institusi pendidikan; 

b. rnenjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan 
dalam rnenyediakan suatu pelayanan dasar sehingga SPM dapat 

·• menjadi dasar rnenentukan kebutuhan biaya pendidikan; 
b. rnenjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan 

atau bantuan lain yang lebih ad.ii dan transparan; 
c. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis 

manajemen kinerja. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan 
akuntabilitas institusi pendidikan terhadap masyarakat. Sebaliknya 
masyarakat dapat mengukur sejauh mana institusi pendidikan dapat 
memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik; 

d. merriperjelas tugas pokok institusi pendidikan dan mendorong 
terwujudnya check and balance yang efektif; 

e. rnendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pendidikan. 

Tujuan pelaksanaan SPM dimaksudkan: 

Tujuan 
Pasal 4 

d. 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam SPM adalah: 

a. SPM disusun sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan 
dasar kepada komponen pendidikan secara merata dalam rangka 
penyelenggaraan pendidikan; 

b. penerapan SPM oleh Kementerian Kesehatan merupakan bagian dari 
penyelenggaraan pelayanan dasar nasional; 

c. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan 
dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu 
pencapaian; 
SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan 
kemarnpuan keuangan institusi pendidikan 'serta kemampuan 
kelembagaan dan personil dalam bidang pendidikan. 

Prinsip 
Pasal 3 
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pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh 

institusi. 

\. (2) 

\ 
( 1) Perkuliahan dilaksanakan di kampus Akper Pemkab Tapanuli Tengah 

atau tempat lain yang memenuhi syarat karena alasan tertentu. 
Praktik laboratium klinik dan praktik klinik keperawatan dilaksanakan 

·• 
Pasal 8 

(2) Pembimbing akademik mempunyai tugas antara lain: 
a. membimbing mahasiswa secara periodik pada awal, pertengahan dan 

akhir semester; 
b. membantu mahasiswa menyusun program rencana studi; 
c. memberikan bimbingan dalam menentukan mata kuliah yang akan 

ditempuh; 
d. membantu mahasiswa yang bermasalah untuk mendapatkan solusi 

yang terbaik; 
e. memantau dan membuat laporan kemajuan mahasiswa. 

(1) Bimbingan studi bertujuan untuk membantu kelancaran proses belajar 
dengan penetapan dosen pembimbing akademik; 

Bimbingan Studi 
Pasal 7 

(4) Pelaksanaan program pengenalan studi dilaksanakan sesuai dengan 
• pedoman PPS. 

(3) Pengenalan program studi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari; 

(2) Tujuan dari program pengenalan studi adalah mempersiapkan fisik dan 
mental serta sosial memasuki lingkungan Akper Kabupaten Tapanuli 
Tengah; 

(1) Pengenalan program studi (PPS) dilaksanakan pada awal kalender 
akademik; 

Pengenalan Program Stud.i 
Pasal 6 l 

I 

BABIV 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

( 4) Calon mahasiswa yang lulus seleksi ditetapkan sebagai mahasiswa Akper 
Kabupaten Tapanuli Tengah; ·, 

i 
j 
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a. pendaftaran calon mahasiswa dengan melengkapi persyaratan 
tertentu; 

b. ujian tulis; 
c. psikotes; 
d. tes kesehatan. 
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(3) Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan 
kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap . dan 
perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat 
keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai; 

(4) Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah 
kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk 
dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan 
pilihan keahlian berkarya, 

(2) Kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), adalah 
kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk 
memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; 

( 1) Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), adalah 
kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia 
yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 
pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai 
rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan; 

Mata Kuliah 
Pasal 10 

4) Semester pendek adalah kegiatan akademik untuk memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai melalui program 
pengayaan (remedial). 

• 

Semester (gasal dan genap) adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri 
dari 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) minggu kuliah, atau 
kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu 
kegiatan penilaian; 

3) 

Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap 
pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan 
terjadwal perminggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam 
praktikum atau 4 (empat) jam klinik / lapangan; 

2) 

Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 
menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan besarnya 
beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan 
beban penyelenggaraan program; 

1) 

Sistem Kredit Semester 
Pasal 9 

372 

(3) Jadwal kuliah, praktik laboratorium klinik dan praktik klinik 
keperawatan serta kegiatan lainnya dalam program pendidikan dilakukan 
sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan pembelajaran 
berpedoman pada kurikulum yang berlaku 

10 



(2). W aktu pelaksanaan registrasi administrasi pada setiap awal semester 

(1). Registrasi administrasi adalah daftar ulang mahasiswa berupa 
pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)/biaya kuliah dan 
biaya lain yang akan dipergunakan selama semester yang akan dilalui; 

• 
Registrasi Administrasi 

Pasal 14 

(3) Bagi mahasiswa yang sudah terdaftar dibuatkan surat keputusan oleh 
direktur sebagai peserta didik. 

(2) Registrasi akademik dilakukan untuk mendapatkan izin mengikuti 
kegiatan akademik registrasi administratif dilakukan untuk memenuhi 
persyaratan kegiatan akademik; 

( 1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi dua macam registrasi yaitu 
registrasi akademik dan administratif; 

(2) Kalender akademik berfungsi sebagai pedoman untuk kegiatan 
pembelajaran dalam waktu 1 (satu) tahun yang bersangkutan. 

Registrasi 

Pasal 13 

• 
(1) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik dalam 1 (satu) 

tahun kalender akademik; 

Kalender Akademik 
Pasal 12 

(4) Traskrip nilai adalah daftar yang memuat nilai dan IP sebagai hasil 
belajar dari semua mata kuliah yang ditempuh mabasiswa selama 
mengikuti pendidikan. 

(3) Rumus perhitungan IP sebagai berikut: 
Jumlah (AM) x SKS 
IP= Jumlah SKS; 

(2) Indeks prestasi, disingkat IP adalah angka prestasi akademik mahasiswa 
yang dihitung dari jumlah perkajian nilai hasil belajar dengan bobot SKS 
yang dibagi dengan jumlah kredit yang dihitung pada akhir semester; 

(1) Beban studi semester adalahjumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada 
• satu semester tertentu; 

Behan Studi dan lndeks Prestasi 
Pasal 11 
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Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, 14 
dan 15 dapat diancam dengan sanksi sebagai berikut: 

Ketentuan Pelanggaran dan Sanksi 
Pasal 16 

• 

(5). Tata cara registrasi akademik adalah sebagai berikut: 
a. mahasiswa mengambil formulir kartu rencana studi (KRS) di bagian 

administrasi akademik dan kemahasiswaan (BAAK) dengan 
menunjukkan tanda bukti pembayaran SPP; 

b. dengan bantuan pembimbing akademik, mahasiswa menuliskan mata 
kuliah yang akan diambil pada semester tertentu yang menjadi beban 
studi beserta jumlah SKS-nya dan dibuat rangkap tiga dengan 
ketentuan lembar warna putih untuk mahasiswa, lembar warna 
kuning untuk PA, dan lembar warna merah untuk bidang pendidikan; 

c. KRS harus ditanda tangani oleh mahasiswa, dosen pembimbing 
akademik masing-masing mahasiswa, bagian akademik dan direktur; 

d. KRS diserahkan kepada dosen pembimbing akademik, bagian 
akademik, dan bagian kemahasiswaan selambat-lambatnya satu hari 
sebelum proses pembelajaran pada tiap pembelajaran . 

(4). Registrasi akademik dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mahasiswa 
yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan; 

• 
(3). W aktu pelaksanaan registrasi akademik sesuai dengan kalender 

akademik; 

(2). Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi harus segera 
.melaksanakan registrasi akademik; 

( 1). Registrasi akademik adalah daftar ulang mahasiswa berupa pengisian 
kartu rencana studi (KRS), yang menandakan mahasiswa tersebut 
terdaftar sebagai mahasiswa pada mata ajaran yang tercantum dalam 
KRS yang disetujui oleh pembimbing akademik (PA); 

Registrasi Akademik 
Pasal 15 

(4). Tata cara registrasi administrasi: 
a. mahasiswa melakukan pembayaran pada bendahara institusi secara 

9 langsung ataupun melalui transfer ke nomor rekening institusi (bukti 
transfer diserahkan ke beridahara untuk selanjutnya diberikan bukti 
slip pembayaran); 

b. menerima bukti slip pembayaran, sehingga syarat mahasiswa untuk 
melakukan registrasi akademik. 

(3). Pada saat melunasi kewajiban registrasi administrasi, mahasiswa akan 
mendapatkan tanda bukti pembayaran asli; 

12 
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Evaluai pembelajaran meliputi : 
a) Syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian akhir semester 

b. kehadiran 
1. Kehadiran 85o/o (delapan puluh lima persen) - 100% 

(seratus persen) dapat mengikuti UAS; 
2. Kehadiran 75°/o (tujuh puluh lima persen) - 84,90/o (delapan 

puluh empat koma sembilan persen) dapat mengikuti UAS 
dengan syarat; 

3. Kehadiran kurang 75% (tujuh puluh lima persen) tidak 
dapat mengikuti UAS. 

c. telah menyelesaikan tugas-tugas mata ajar; 
d. telah menyelesaikan registrasi akademik dan registrasi 

administrasi. 
b) Syarat mengikuti ujian praktik / uji kompetensi 

1. kehadiran praktek 100% ( seratus persen); 
2. pencapaian kompetensi keterampilan minimal 85°/o ( delapan 

puluh lima persen); 
3. telah menyelesaikan tugas · pendokumentasian asuhan 

ke erawatan dan tu as lain an ditentukan. 

• 

Evaluasi Pembelajaran 
Pasal 19 

(4) Huruf mutu kTI sekurang-kurangnya ialah B. 

• (3) Pembimbing KTI ditetapkan dengan keputusan direktur; 

(2) Penyusunan karya tulis ilmiah dilakukan apabila mahasiswa telah 
menyelesaikan seluruh mata kuliah; 

(1) Karya tulis ilmiah (KTI) berupa penelitian; 

Karya Tulis llmiah 
Pasal 18 

(2) Pada awal semester setiap dosen harus membuat RPP untuk semua 
pertemuan perkuliahan 

(1) Bentuk perkuliahan terdiri atas teori, praktikum di laboratorium, 
klinik/lapangan mahasiswa wajib mengikuti seluruh bentuk perkuliahan. 

Perkuliahan 
Pasal 17 

375 

a. mahasiswa tidak melaksan.akan registrasi administrasi, tidak 
diperkenankan melakukan registrasi akademik; 

b. bila sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi 
akademik maka tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester; 

c. mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi selama 2 (dua) semester 
berturut-turut, akan dicabut haknya sebagai mahasiswa Akper Pemkab 
Tapanuli Tengah . • 

13 
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(4) Bentuk dan materi muatan ijazah, transkip dan surat keterangan 
pengganti ijazah diatur dengan peraturan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Penandatanganan ijazah, transkip dan surat keterangan pengganti ijazah 
diploma III keperawatan dilakukan oleh direktur Akademi Keperawatan 
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

• 

(2) Ijazah, transkip dan surat keterangan pengganti ijazah diploma III 
keperawatan diterbitkan oleh Akademi Keperawatan Tapanuli Tengah. 

(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program pendidikan Akper 
Kabupaten Tapanuli Tengah berhak mendapatkan ijazah; · 

Ijazah, Transkip dan Surat Keterangan Pengganti ljazah 
Pasal 23 

(2) Pelaksanaan wisuda meliputi pengambilan sumpah, pelantikan dan 
penyerahan ijazah. 

(1) Wisuda merupakan pengakuan akademik terhadap lulusan yang telah 
menyelesaikan pendidikan di Akper Kabupaten Tapanuli Tengah; 

Wisuda 
Pasal 22 

(3) Pemyataan kelulusan dituangkan dalam berita acara yudisium ditanda 
tangani oleh direktur. 

(2) Yudisium dilakukan setelah seluruh kegiatan ujian akhir dengan dihadiri 
oleh direktur atau pembantu direktur dan kepala sub administrasi 
akademik; 

( 1) Yudisium adalah penetapan kelulusan di Akper Kabupaten Tapanuli 
Tengah; 

Yudisium 
Pasal 21 

(3) Hasil uji pencapaian kompetensi dituangkan dalam bentuk sertifikat. 

(2) Seluruh mahasiswa wajib melaksanakan uji pencapaian kompetensi 
sesuai dengan jadwal; 

( 1) Pengaturan penilaian pencapaian kompetensi diatur dengan petunjuk dan 
teknis tersendiri; 

Pencapaian Kompetensi 
Pasal 20 
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(1) Masa studi untuk program diploma III terdistribusi ke dalam sekurang­ 
kurangnya 6 (enam) semester dan sebanyak-banyalmya 10 (sepuluh) 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus 
• ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan. pembelajaran. 

Lama dan Behan Studi 
Pasal 27 

Struktur Kurikulum 
Pasal 26 

(5) Kurikulum inti untuk program diploma terdiri dari: 
(a) mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK); 
(b) mala kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK.); 
( c) mata kuliah keahlian berkarya (MKB); 
(d) mata kuliah perilaku berkarya (MPB); 
(e) mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB). 

(4) Kurikulum inti tersebut terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan 
kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan 
dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian 
berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan 
bermasyarakat; 

(3) Kurikulum yang dikembangkan terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum 
institusional; ,. 

(2) Kurikulum wajib memuat mata kuliah pendidikan agama., pendidikan 
kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan mata kuliah 
yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, statistika dan atau 
matematika 

(1) Kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan 
pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum 
tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap pendidikart; 

Kerangka Dasar Kurikulum 
Pasal 25 

Standar isi kurikulum mencakup rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan. 

Bagian Kesatu 
Standar Isi 

Pasal 24 

BABV 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
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(2) Silabus adalah komponen pengajaran yang berisi tentang rencana 
perkuliahan yang akan dilaksanakan selama satu semester yang 
mengatur tentang identitas mata kuliah, tujuan mata kuliah, uraian 
materi, pendekatan pembelajaran media, evaluasi hasil belajar dan 
referensi yang digunakan untuk pengembangan kepribadian di perguruan 
tinggi. 

• 

(1) Perencanaan program pembelajaran meliputi silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang- kurangnya 
tujuan pernbelajaran, materi ajar, metode pengajaran, materi ajar, metode 
pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar; 

Standar Perencanaan Proses Pembelajaran 
I Pasal 29 

Bagian Kedua 
Standar Proses 

Kalender akademik merupakan rencana kegiatan pembelajaran selama 1 ( satu) 
tahun terdiri dari: 
a. penerimaan mahasiswa baru; 
b. registrasi ulang; 
c. pengenalan program studi (PPS); 
d. perkuliahan dan praktik efektif; 
e. pelaksanaan UTS; 
f. pelaksanaan UAS; 
g. penilaian pencapaian kompetensi; 
h. yudisium; 
i. libur; 
j. wisuda. 

\. 
I 

Kalender Akademik 
Pasal 28 

(5) 1 (satu) SKS untuk pembelajaran praktik klinik lapangan setara dengan 4 
(empat) jam praktik klinik/ lapangan disertai 1 (satu) sampai 2 (dua) jam 
kegiatan terstruktur dan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam tugas mandiri. 

(4) Untuk pembelajaran praktik laboratorium 1 (satu) SKS setara dengan 2 
(dua) jam praktik disertai dengan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan 
terstruktur dan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam tugas mandiri; 

(3) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) untuk pembelajaran teori setara 
dengan 1 (satu) jam kegiatan perkuliahan disertai d.engan 1 (satu] sampai 
2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam tugas 
mandiri; 

(2) Beban studi program diploma III adalah 110 (seratus sepuluh) sampai 
120 (seratus dua pulus) SKS; 
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Pengawasan proses pembelajaran adalah bentuk penjaminan mutu 
pembelajaran yang ditujukan untuk menjamin . bagi terjadinya proses 
pembelajaran yang bermutu ke arah tercapainya kompetensi dasar (KD) 
sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Standar Pengawasan Proses Pembelajaran 
Pasal 32 • 

(2) Prinsip-prinsip pembelajaran 
a. interaktif; 
b. inspiratif; 
c. menyenangkan; 
d. menantang; 
e. memotivasi peserta didik untuk aktif; 
f. mengembangkan prakarsa, kreativitas dan kemandirian peserta didik; 
g. memberi keteladanan; 
h. mengembangkan budaya membaca dan menulis; 
i. memberikan penguatan dan umpan balik; 
j. memerhatikan perbedaan karakteristik peserta didik; 
k. mengembangkan kerjasama dan kompetisi untuk mencapai prestasi; 
1. memanfaatkan aneka sumber belajar; 
m. mengembangkan kecakapan hidup; 
n. menumbuhkan budaya sekolah baik lisan maupun tulisan, mencari 

informasi dan berargumentasi secara logis; 

• 

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada intensitas interaksi 
antara peserta didik dengan pendidik, antar peserta didik, dan antara 
peserta didik dengan aneka sumber belajar. 

Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
Pasal 31 

(2) Perencanaan proses pembelajaran terdiri atas: 
a. perencanaan proses pembelajaran teori meliputi silabus dan RPP; 
b. perencanaan proses pembelajaran praktik di laboratorium meliputi 

silabus dan RPP praktik disebut sebagai pedoman praktik 
laboratorium/workshop dan RPP yang dilengkapi dengan rincian 
alat dan bahan serta cara kerja; 

c. perencanaan proses pembelajaran praktik klinik lapangan komunitas 
selain _silabus/pedoman praktik klinik lapangan dilengkapi juga 
dengan kerangka acuan praktik klinik lapangan/komunitas, buku 
pencapaian keterampilan dan buku pegangan instruktur. 

( 1) Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rancangan kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserata didik dan pendidik 
dalarn mencapai kompetensi tertentu; 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Pasal 30 
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(1) Dosen dengan pendidikan S 1 Keperawatan / S 1 Kesehatan dengan 
masa kerja 5 (lima) tahun; 

(2) Dosen dengan pendidikan S 1 Keperawatan / S 1 Kesehatan dengan 
masa ke ia 4 em at tahun dengan pengalaman kerja di pendidikan 

Dosen Tetap 
Pasal 36 • 

(3) · Dosen dengan pendidikan S2 keperawatan/ S2 kesehatan dengan 
masa kerja 1. (satu) sampai 3 (tiga) tahun dengan pengalaman kerja di 
pendidikan bidang kesehatan di lab.an praktik minimal 2 (dua) 
tahun. 

(2) Dosen dengan pendidikan S 1 keperawatan/ S 1 kesehatan dengan 
masa kerja di Akper Kabupaten Tapanuli Tengah 1 (satu) sampai 3 
(tiga) tahun dengan pengalaman kerja di pendidikan bidang 
kesehatan di lahan praktik minimal 3 (tiga) tahun; 

(1) Dosen dengan pendidikan S 1 (strata satu) keperawatan/ S 1 
kesehatan dengan masa kerja di Akper Kabupaten Tapanuli Tengah 2 
(dua) sampai 4 (empat) tahun dengan tanpa .pengalaman kerja; 

Dosen Biasa 
Pasal 35 

(3) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya 
diangkat oleh penyelenggara pendidikan sesuai ketentuan yang 

• berlaku. 

(2) Pegawai edukatif terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik 
tetap dan tidak tetap. 

( 1) Pegawai Akper Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 
pegawai edukatif dan pegawai administratif yang dipimpin oleh 
seorang direktur. 

Bagian Keempat 
Standar Pendidik dan Kependidikan 

Pasal 34 

(2) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan 
untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 
yang berakhlak mulia dan dapat mengembangkan serta menerapkan 
ilmu dan teknologi yang diperoleh selama pendidikan. 

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan yang 
mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

(1) 

Bagian Ketiga 
Standar Kompetensi Lulusan 

Pasal 33 

:j 
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(2) Pedoman pengelolaan Akper Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi: 
a. struktur organiasi; 
b. kurikulum; 
c. kalender akademik; 
d. suasana akademik; 
e. penelitian dan pengabdian masyarakat; 
f, bidang kemahasiswaan. 

• 

( 1) Pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan adalah standar yang 
menguraikan kegiatan manajerial yang terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaari dan pengawasan program institusi pendidikan tenaga 
kesehatan; 

Bagian Keenam. 
Standar Pengelolaan 

Pasal 39 

(2) Prasarana yang harus tersedia meliputi lahan, ruangan pendidikan, 
ruang administrasi dan ruang penunjang. 

(1) Standar sarana mencakup perabot, peralatan pendidikan, media 
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai dan 
perlengkapan lain · yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; 

• 

Bagian Kellina 
Standar Sarana dan Prasarana 

Pasal 38 

(2) Pegawai administratif terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap. 
a. pegawai biasa adalah pegawai dengan pendidikan minimal SLTA 

dengan lama masa kerja 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun atau 
dengan pendidikan S 1 dengan lama masa kerja 2 (dua} sampai 3 
(tiga) tahun; 

b. pegawai tetap adalah pegawai dengan pendidikan minimal SLTA 
dengan lama masa kerja 5 (lima} tahun atau dengan pendidikan 
Sl dengan lama masa kerja 4 (empat) tahun. 

( 1) Pegawai edukatif tetap terdiri dari dosen tetap institusi yang diangkat 
oleh bupati atas usulan direktur dengan persetujuan senat akademik 
dan dosen tetap PNS; 

Pegawai Edukatif dan Pegawai Adm.inistratif 
Pasal 37 • 

Dosen dengan pendidikan S2 Keperawatan/ S2 Kesehatan dengan 
masa kerja 4 (empat) tahun dengan pengalaman kerja di pendidikan 
bidang kesehatan dilahan praktik minimal 2 (dua) tahun. 

(3) 
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- - - -- ... .. .... .... .... .... 

(7) Kartu Hasil Studi ( KHS ) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah 
tentang hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi 

• (6) Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi 
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara 
keseluruhan yang disesuaikan dengan tuntutan profesi; 

(5). Ujian Akhir Semester ( UAS ) adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir 
semester; 

(4) Ujian Tengah Semester ( UTS ) adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi setelah melaksanakan 
7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali pertemuan perkuliahan; 

(3) Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti 
secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta 
didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan; 

(2) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik; 

( 1) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil 
belajar peserta didik; 

• 

Bagian Kedelepan 
Standar Penilaian Pendidikan 

Pasal 42 

Pembiayaan merupakan standar untuk mengatur seluruh komponen di 
institusi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan 
biaya penyelenggaran pendidikan. 

Bagian Ketujuh 
Standar Pembiayaan 

Pasal 41 

(2) Evaluasi yang dilakukan meliputi : 
a. evaluasi pengembangan kurikulum; 
b. evaluasi pendayagunaan pedidik dan tenaga kependidikan; 
c. audit internal; 
d. akreditasi. 

• 
( 1) Pengawasan pengelolaan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, 

pelaporan dan tindak lanjut basil pengawasan; 

Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan 
Pasal 40 
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a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan 
Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

b. menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan selama 
proses pembelajaran; 

c. menjaga kebersihan dan memelihara sarana dan prasarana serta 
ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus, seperti : 
1. membuang sampah pada tempatnya; 
2. menyiram setelah buang hajat di toilet; 
3. memarkir kendaraan pada tempatnya; 
4. menjaga letak dan keutuhan meja, kursi, pintu, ·over head proyektor 

(OHP) dan alat peraga dan belajar lainnya; 
5. membersihkan papan tulis setelah kegiatan perkuliahan; 
6. menjaga kebersihan ruang kelas, ruang laboratorium, toilet, dan 

lingkungan kampus; 
7. menjaga ketertiban dan keamanan selama perkuliahan; 
8. menjaga barang-barang milik sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan.; 
9. menjaga aset institusi agar terpelihara dengan baik dan dapat 

dipergunakan kembali. 

•• 

• 
Kewajiban mahasiswa adalah sebagai berikut: 

Kewajiban Mahasiswa 
Pasal 43 

BAB VI 
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA 

(11) Putus studi ( drop out) adalah suatu tindakan yang diberlakukan 
terhadap peserta didik ·yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan 
dicabut haknya sebagai peserta didik. 

( 10) Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah ten tang 
rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta 
indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan; 

(9) Penilaian Acuan Pa.tokan ( PAP) adalah sistem yang digunakan untuk 
• mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan patokan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk 
masing-masing mata kuliah; 

(8) Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah sistem yang digunakan untuk 
mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan hasil ujian 
peserta didik lain dalam kelompoknya; 
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Hak mahasiswa adalah sebagai berikut: 

a. menggunakan kebebasan . akademik secara bertanggung jawab untuk 
menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang 
berlaku di lingkungan institusi; 

b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sebaik-baiknya. 
c. memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka kelancaran proses belajar 

mengajar; 
d. mendapatkan bimbingan dari tenaga pendidik pembimbing akademik dan 

atau wali tingkat; 
e. memperoleh layanan informasi yang terkait proses pembelajaran, seperti 

kalender akademik, silabus, jadwal perkuliahan, jadwal ujian dan lain - 
lain; 

f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku, seperti mendapat beasiswa dengan 

• syarat - syarat tertentu yang harus dipenuhi, asuransi mahasiswa, 
merayakan hari besar agama; 

g. ikut serta aktif dalam kegiatan kemahasiswaan intra maupun ekstra 
kampus sepanjang tidak mengganggu proses pembelajaran; 

h. meminta cuti akademik; 

• 

Bak Mahasiswa 
Pasal 44 

tempat praktik klinik keperawatan; 
h. ikut serta mengkampanyekan bahaya narkoba, penularan AIDS dan 

promosi kesehatan lainnya; 
1. menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 

menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik institusi dengan 
berperilaku sopan baik di dalam maupun di luar kampus, menjauhkan 
diri dari perbuatan tercela serta saling mengingatkan teman dengan cara 
yang sopan apabila ada teman yang berperilaku cenderung ke arah 
menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang ada; 

g. menghormati dan menghargai teman, kakak tingkat, tenaga 
pendidik/pengajar/staf tata usaha, serta perawat senior yang ada di 

f. • 

d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi 
mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai ketentuan yang 

berlaku; 
e. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan dan 

keperawatan pada khususnya; 
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Cuti akademik yang tidak direncanakan: 
a. cuti akademik yang tidak direncanakan tidak diperhitungkan dalam 

masa studi mahasiswa yang bersangkutan; 
b. cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan kesehatan 

yang lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapat rekomendasi dari 
dokter pemerintah; 

(2) 

( 1) Cu ti akademik yang direncanakan: 
a. masa cuti diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang 

bersangkutan; 
b. cuti akademik diberikan hanya untukjangka waktu 2 (dua) semester; 
c. cuti akademik akan diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan 

telah mengikuti pendidikan minimal 2 (dua) semester. 

Ketentuan Pelaksanaan Cuti Akademik 
Pasal 46 

(7) Sebulan sebelum cuti akademik berakhir, mahasiswa wajib lapor ke 
bagian akademik. 

• 
(6) Mahasiswa tetap wajib melakukan pembayaran registrasi akademik; 

(5) Direktur menetapkan cuti akademik bagi mahasiswa yang bersangkutan; 

(4) Mahasiswa atas persetujuan orang tua/wali mengusulkan untuk cuti 
secara tertulis kepada direktur; 

(3) Cuti akademik yang tidak direncanakan adalah cuti akademik yang 
diberikan karena hal-hal lain yang bukan merupakan inisiatif mahasiswa 
sendiri seperti melaksanakan tugas negara atau alasan kesehatan. 

(2) Cuti akademik yang direncanakan adalah cuti akademik yang diberikan 
atas kepentingan dan inisiatif mahasiswa sendiri, kepentingan keluarga 
dan hal-hal yang bersifat pribadi. 

(1) Mahasiswa Akper Tapanuli Tengah dapat mengajukan permohonan cuti 
akademik, baik atas kemauan sendiri maupuan tidak atas kemauan 
sendiri rnulai pada semester 3 (tiga) dan seterusnya; 

Cuti Akademik 
Pasal 45 

BAB VII 
CUTI AKADEMlK DAN PERPINDAHAN MAHASISWA 
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(2) Pakaian seragam dilengkapi dengan atribut (nama, nomor induk 

(1) Pakaian yang dikenakan mahasiswa Akper Kabupaten Tapanuli Tengah 
yang mencakup keseragaman dalam warna dan pola; 

Ketentuan Pakaian Seragam 
• Pasal 50 

BAB VIII 
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT 

. ...... TP 1 .. . 

Kegiatan ekstrakurikuler merryangkut kegiatan kesejahteraan mahasiswa, 
penyaluran minat dan hobi antara lain kegiatan olahraga dan kesenian. 

Kegiatan Ekstrakurikuler 
Pasal 49 

(2) Masih tercatat mengikuti pendidikan minimal semester II (dua). 

(1) Perpindahan mahasiswa diperkenankan pada Akper Kabupaten Tapanuli 
Tengah karena mengikuti orang tua/wali dan perpindahan keluarga; 

Perpindahan Mahasiswa 
Pasal 48 

• 

Setiap mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademik 
berkewajiban melapor kembali secara tertulis kepada pimpinan institusi, 
dan selanjutnya pimpinan institusi melaporkan halaman format laporan 
pendidikan tinggi . 

(4) 

(1) Mahasiswa mengajukan perm.ohonan tertulis kepada pimpinan institusi 
yang diketahui dan disetujui oleh pembimbing akademik selambat­ 
lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dengan melampirkan bukti lunas 
pembayaran biaya SPP; 

(2) Pimpinan institusi menerbitkan surat keputusan cuti akademik dan 
dilaporkan ke halaman format laporan pendidikan tinggi; 

(3) Setiap mahasiswa yang mendapat cuti akademik berkewajiban 
melaksanakan registrasi administrasi (membayar biaya SPP) sesuai 
dengan lama masa cuti; 

Prosedur Cuti Akademik 
• Pasal 47 

c. cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan melaksanakan 
tugas negara dapat diberikan apabila ada surat tugas dari pimpinan 
instansi atau organisasi resmi. 
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(5) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan pakaian seragam 
dan dilaran merubah bentuk model akaian sera am· - 

(4) Pakaian seragam dilengkapi dengan bordiran logo institusi di baju lengan 
kanan dan papan/plat nama, yang dilengkapi nomor induk mahasiswa 
(NIM) dengan wama dasar merah untuk tingkat I, kuning untuk tingkat II 
dan hijau untuk tingkat III; 

• 

(3) Ketentuan mengenai bentuk pakaian seragam ad.alah sebagai berikut: 
a. bagi mahasiswa laki-- laki 

• 1. di kelas dan rumah sakit : baju lengan pendek berwarna putih, 
celana panjang putih, dengan atau tanpajaket almamater, memakai 
sepatu hitam atau putih; 

2. di lapangan, termasuk puskesmas dan daerah binaan: baju lengan 
pendek berwarna putih, celana panjang putih, dengan atau tanpa 
jaket almamater, memakai sepatu putih. 

b. bagi mahasiswa perempuan 
1. di kelas : terusan lengan panjang warna putih, memakai cap, dan 

sepatu warna hitam, rambut tidak dicat, tertata rapi tidak terurai ( 
pakai hairnet a tau sejenisnya); 

2. di rumah sakit : terusan lengan panjang putih, atau baju lengan 
pendek warna putih, celana panjang warna putih, memakai kap, 
rambut di gulung dengan menggunakan hairnet dan memakai 
sepatu putih; 

3. di lapangan, termasuk puskesmas dan daerah binaan: baju lengan 
panjang warna putih, celana panjang putih, sepatu hitam dan jaket 
almamater; 

(2) Dalam rangka konsultasi dan atau urusan administrasi di ruang tenaga 
pendidik dan tata usaha, mahasiswa diwajibkan menggunakan sepatu, 
pakaian seragam lengkap dan atau hanya jaket almamater; 

( 1) Pakaian seragam wajib digunakan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan 
menjalankan kegiatan pembelajaran formal, baik diruang kuliah maupun 
di lahan praktik; 

Ketentuan Pelaksanaan 
Pasal 51 

(5) Jas almamater adalah jas wama krem dengan badge Akper Kabupaten 
Tapanuli Tengah di sebelah kiri, dipakai berdasarkan kebutuhan 
pembelajaran. 

( 4) Pakaian seragam untuk praktek klinik di rumah sakit, lapangan dan 
Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan yaitu putih - putih dengan 

• kerudung polet hijau; 

(3) Pakaian seragam untuk di kelas Senin, Selasa, Rabu dan Jumat warna 
hijau muda - hijau tua; 
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(3) Dikenakan pemberhentian sementara, apabila 
a. melalaikan kewajiban administratif setelah pada semester berjalan, 

dan setelah mendapat teguran tertulis II; 

(2) · Dikenakan sanksi teguran tertulis, apabila 
a. jumlah ketidak hadiran lebih dari lSo/o (lima belas persen); 
b. melalaikan kewajiban administratif; 
c. melanggar tata tertib setelah mendapat dua kali teguran lisan. 

( 1) Dikenakan peringatan teguran lisan apabila 
a. kurang atau tidak sopan terhadap pendidik, pegawai dan sesama 

mahasiswa; 
b. tidak memelihara kebersihan lingkungan; 
c. mengganggu kelancaran proses belajar mengajar; 
d. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran, apabila Tidak 

registrasi; 
e. tidak memakai pakaian seragam yang ditentukan. 

Pelaksanaan Sanksi 
Pasal 54 

(4) Pemberhentian tetap. 

(3) Pemberhentian sementara; 

(2) Tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan teori; • 
(1) Peringatan akademik berupa lisan ataupun tulisan; 

BAB IX 
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK 

Jenis Sanksi 
Pasal 53 

(3) Menggunakan perhiasan: 
a. satu kali diberikan teguran lisan; 
b. lebih dari satu kali diberi teguran tertulis dan perhiasaan disita pihak 

institusi dan yang berhak mengambil adalah orang tua mahasiswa. 

(2) Menggunakan pakaian lain di luar ketentuan, tidak diperkenankan 
mengiku ti kegiatan kuliah dan praktik; 

( 1) Pakaian seragam tidak lengkap a tau pakaian seragam tidak bersih dan 
rapi di kelas, di rumah sakit atau di lapangan; 
a. satu sampai dengan dua kali, diberikan teguran lisan; 
b. lebihdari dua kali, diberikan teguran tertulis. 

• 

Ketentuan Pelanggaran dan Sanksi 
Pasal 52 

(6) Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan kecualijam tangan. 
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(1) Bentuk keberhasilan mahasiswa dapat berupa prestasi luar biasa, baik 
prestasi akademik, sika 

Pasal 58 

( 1). Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi luar 
biasa, sikap dan perbuatan terpuji, keteladanan dan kedisiplinan yang 
tinggi. 

(2). Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melaku.kan pelanggaran 
terhadap ketentuan peraturan pendidikan yang berlaku. 

Sasaran 
Pasal 57 

· (2). Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa yang temyata 
terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 
yang berlaku, baik ketentuan yang · bersifat administratif maupun 
ketentuan teknis. 

( 1). Penghargaan adalah tindakan pemberian imbalan kepada mahasiswa atas 

prestasi yang luar biasa, sikap dan perbuatan terpuji, keteladanan serta 

kedisiplinan . • 

BABX 
PENGHARGAAN DAN SANKSI 

Pasal 56 

(2) · Sanksi penundaan kuliah berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) atau 2 
(dua) semester. 

( 1) Sanksi peringatan tertulis berlaku untuk kurun waktu 1 ( satu) semester; 

Masa Berlaku Sanksi 
Pasal 55 

(4) Dikenakan pemberhentian tetap, apabila 
a. melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana; 
b. melakukan etika moral profesi seperti pelecehan seksual atau 

mengharnili/hamil di luar nikah; 
c. pemberhentian tetap ditetapkan dengan keputusan direktur. 

c. melakukan pelanggaran etika akademik seperti melakukan tanda 
tangan pejabat, plagiat makalah tugas akhir. I 
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I I 

yang pelanggaran disiplin tertentu. Teguran tertulis ini terdiri 
dari teguran tertulis pertama (I) dan teguran tertulis kedua (II) . 
Teguran tertulis dapat ditujukan kepada - mahasiswa yang 
bersangkutan dan/ atau orangtua/wali mahasiswa. Mahasiswa 
yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis tidak 
dapat mengajukan keberatan. 

b. sanksi sedang, meliputi tindakan : 
1) penugasan oleh wali tingkat dan/atau koordinator mata ajaran; 
2) penundaan mengikuti ujian akhir semester oleh koordinator 

mata ajaran; 
3) tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan; 
4) perpanjangan masa pendidikan; 
5) penahanan ijazah asli sampai diselesaikannya persoalan yang 

menuntut penyelesaian; 
6) membayar denda; 
7) pengurangan nilai oleh koordinator mata ajaran. 

c. sanksi berat, meliputi tindakan pemberhentian atau pemecatan dari 
status sebagai mahasiswa. untuk jenis sanksi berat ditetapkan oleh 
direktur Akper Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan 

• 
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(2) Prestasi mahasiswa yang mendapat penghargaan antara lain: 
a. dengan IPK tertinggi; 
b. memenangkan perlombaan pertandingan; 
c, menunjukan prestasi lain yang perlu diakui, 

(3) Penghargaan yang diberikan clapat berupa sertifikat:, piagam atau hadiah 
• berupa barang atau dalam kemudahan dalam pengajuan untuk 

mendapatkan beasiswa atau stimulan. 
Bentuk Sanksi 

Pasal 59 
( 1) Pelanggaran dapat dikenakan satu atau lebih sanksi administratif berupa: 

a. sanksi ringan, meliputi tindakan teguran lisan dan teguran tertulis: 
1) teguran lisan, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh 

pembimbing akademik, wali tingkat, koordinator mata ajaran 
dan atau tenaga pendidik lain terhadap mahasiswa yang 
melakukan pelanggaran disiplin tertentu. mahasiswa yang 
dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan tidak dapat 
mengajukan keberatan. 
teguran tertulis, dinyatakan dan disampaikan secara tertulis 
oleh pimpinan institusi atau kepala seksi terhadap mahasiswa 
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Ujian Tengah Semester ( UTS ) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 
untuk mengukur pencapaian kompetensi setelah melaksanakan 7 (tujuh) 
sampai 8 (delapan) kali pertemuan perkuliahan; 

• 

Ujian Tengah Semester 
Pasal 61 

BAB XII 
UJIAN TENGAH SEMESTER, AKHIR SEMESTER, UJIAN PRAKTIK. 

DAN UJIAM AKHIR PROGRAM 

(2) Isi Laporan Pendidikan mencakup : 
a. jumlah mahasiswa, dosen dan ratio dosen dengan mahasiswa; 
b. perencanaan pengajaran (silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran/ 

SAP teori dan praktek); 
c. pelaksanaan pengajaran (kehadiaran mahasiswa dan dosen, 

pencapaian target materi); 
d. evaluasi (UTS, UAS/ kelulusan, JPS/K di atas 2,75); 
e. evaluasi dosen oleh mahasiswa; 
f. pelaksanaan penelitian (jumlah proposal yang diajukan dan yang 

diterima, penelitian yang dilaksanakan, publikasi ilmiah); 
g. pelaksanaan pengabdian masyarakat; 
h. seminar /workshop/ pelatihan; 
i. pemberdayaan dosen sebagai narasumber; 
J. pemanfaatan laboratorium; 
k. kemitraan (jumlah dan nama); 
1. jumlah bahan ajar; 
m. fasilitas dan sarana pendidikan; 
n. laporan tahunan kemahasiswaan; 
o. sistem informasi perguruan tinggi kesehatan (SIPTK) setiap semesteran 

dan laporan tahunan. 

• 

( 1) Laporan penyelenggaraan pendidikan disusun oleh bagian akademik dan 
ditandatangani oleh direktur; 

Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan 
Pasa160 

BABXI 
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

• 

(2) Apabila pelanggaran yang dilakukan .adalah pelanggaran dalam peraturan 
perundang-undangan pada umumnya/hukum positif Republik Indonesia, 
sanksinya adalah sanksi seperti tercantum dalam peraturan perundang­ 
undangan tersebut yang diputuskan oleh hakim pengadilan, disamping 

diberikan sanksi yang disebut dalam ayat (1) . 
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(1) Bentuk pelaksanaan UAP berdasarkan pada standar penilaian pendidikan 
• tenaga kesehatan oleh pusat pendidikan tenaga kesehatan yaitu ujian 

tulis, ujian praktek dan ujian sidang KTI. 
(2) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian akhir program jika memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

Pasal 65 

Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi 
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara 
keseluruhan yang disesuaikan dengan tuntutan profesi yang dilakukan untuk 
mengukur pencapaian kompetensi secara keseluruhan/komprehensif yang 
disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang dikemas dalam satu bentuk 
paket ujian. 

Ujian Akhir Program 
Pasal 64 

Syarat mengikuti ujian praktik / uji kompetensi: 
a. kehadiran praktek 100% ( seratus persen); 

• b. pencapaian kompetensi keterampilan minimal 85°/o (delapan puluh lima 
persen); 

c. telah menyelesaikan tugas pendokumentasian asuhan keperawatan dan 
tugas lain yang ditentukan. 

Ujian Praktek 
Pasal 63 

(2) Syarat bagi mahasiswa Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester 
a. kehadiran 

1. Kehadiran 85°/o (delapan puluh lima persen) sampai 100% 
(seratus persen) dapat mengikuti UAS; 

2. Kehadiran 75°/o (tujuh puluh lima persen) sampai 84,9% 
(delapan puluh empat koma sembilan persen) dapat mengikuti 
U AS dengan syarat; 

3. Kehadiran kurang 75o/o (tujuh puluh lima persen) tidak dapat 
mengikuti UAS. 

b.: telah menyelesaikan tugas-tugas mata ajar; 
c. telah menyelesaikan registrasi akademik dan registrasi administrasi. 

• 
(1) Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester; 

Ujian Akhir Semester 
Pasal 62 
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• 

standar pelayanan 
direktur Akademi 

Standar operasional prosedur (SOP) dari pelaksanaart 
minimal (SPM) 1n1 ditetapkan dengan peraturan 
Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah . 

BABXIV 
PENUTUP 
Pasal 68 I 

Pelaksanaan wisuda meliputi pengambilan sumpah, pelantikan dan 
penyerahan ijazah. 

(2) 

( 1) Wisuda merupakan pengakuan akademik terhadap lulusan yang telah 
rnenyelesaikan pendidikan di Akper Kabupaten Tapanuli Tengah; 

Wisuda 
Pasal 67 

• 
(3) Pemyataan kelulusan dituangkan dalam berita acara yudisium ditanda 

tangani oleh direktur . 

(2) Yudisium dilakukan setelah seluruh kegiatan ujian akhir dengan dihadiri 
oleh direktur atau wakil direktur dan kepala sub administrasi akademik; 

(1) Yudisium adalah penetapan kelulusan di Akper Kabupaten Tapanuli 
Tengah; 

Yudisium 
Pasal 66 

BAB XIII 
YUDISIUM DAN WISUDA 

a. telah menyelesaikan seluruh tugas dan lulus ujian akhir semester 
yang telah dipersyaratkan dalam kurikulum. 

b. telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh 
institusi. 

c. masih dalam masa studi terpanjang. 
• (3) Ujian akhir · program selengkapnya dapat dilihat pada pedoman 

pelaksanaan ujian akhir program yang ditetapkan keputusan direktur 
setiap tahunnya 
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•• 

BERITA DAERAII KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 13 

Diundangkan di Pandan 
pada tanggal 22 April 2016 

SEKRETARIS Dr KABlJPATEN TAPANIJLI TENGAH, 

\t~ / 
HENDRI SUSANTO LLG 

SUKRAN JAMILAN TANJUNG 
ttd 

BUPATITAPANULITENGAH 

Ditetapkan di Pandan 
Pada tanggal 21 April 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah . • 

Pasal 69 
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• 

1. Standar Isi _ 

Standar isi kurikulum mencakup rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan melingkupi materi dan tingkat 
kompetehsi · untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan 
jenis pendidikan yangmemuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, 
beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender 
akademik. 
a. Kerangka dasar kurikulum. 

Kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam 
peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan 
kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap 
pendidikan. 

Kurikulum inti untuk program diploma terdiri dari: 
1. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 

MPK yang merupakan kelompok baban kajian dan 
pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang 
beriman . dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
berbudi luhur berkepribadian mantap 'dan mandiri serta 
mempunyai rasa tangungjawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan. 

2. Mala kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) 
MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 

diajukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan 
ilmu dan keterampilan tertentu. 

3. Mata kuliah keahlian berkarya (MKB) 
MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 

bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan 
berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. 

4. _ Mata kuliah perilaku berkarya (MPB) 
MPB adalah kelorrtpok bahan kajian pelajaran yang 

bertujuan untuk membuat sikap dan diperuntukan 
seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian 
berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. 

5. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) 
MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 

diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah 
berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian 
dan berkarya. 

,. 

Standar Pelayanan Minimal pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Tengah 

Lampiran 
Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 13 Tahun 2016 
Tanggal : 22 April 2016 
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Behan Studi 
Kode Mata MataAjar SKS Pengalaman 

Ajar - .. 
T p K 

WAT 4.06 Komunikasi Dalam2 1 ~ .. 
WAT 4.04 Etika Keperawatan ~ 1 2 ... 

WAT 2.05 Mikrobiologi & Parasitologi 2 1 2 ,.. 

WAT 2.06 Farmakologi 2 1 2 - 
WAT 2.07 Biokimia 2 1 2 - 
WAT 5.02 Sosiologi 2 1 2 - 
WAT 2.08 Patologi ~ 1 2 - 
WAT4.03 Kebutuhan Dasar Manusia II 6 2 ~ 8 

WAT Komputer 2 1 2 - 
WAT 5.08 Bahasa Inggris 2' 2 - - 

lumlah 22 11 11 

• 

SEMESTER 2 

SEMESTER 
1 

Kode Behan Studi 
Mata Mata Ajar SKS Pengalaman Belajar 
Ajar T p K 

WAT 1.01 IAgama 2 1 2 - 
WAT 1.02 Kewarganegaraan 2 2 - - 
WAT 1.03 Bahasa Indonesia 2 1 2 .. 
WAT2.01 IAnatomi Fisiologi 4 2 4 - 
WAT2.02 Ilmu Alam Dasar 2 1 2 - 
WAT2.03 Psikologi 2 1 2 - 
WAT2.04 Ilmu Gizi 2 2 ... - 
WAT4.01 Konsep Dasar 4 2 4 - 

Kenerawatan 
WAT4.02 Kebutuhan Dasar 4 2 4 - 

IManusia I 
WATS.08 Bahasa Inggris 2 1 2 - 

Jumlah 26 15 22 - 

Struktur kurikulum Diploma 3 Keperawatan 
• 

Struktur kurikulum 
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah 

yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran. Mata kuliah merupakan penjabaran dari kompetensi 
yang harus dikuasai peserta didik. 

b. 
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SEMESTER 5 
Behan Studi 

Kode Mata Mata Ajar SKS Pengalaman 
Ajar Belaiar 

T p K 
WAT4.07 Riset Keperawatan 2 1 2 - 
WAT3.08 Keperawatan Matemitas II 2 - - 8 

WAT 3.10 Bahasa Inggris 2 1 2 - 
• WAT 3.13 Keperawatan Medikal Bedah 3 .. - 12 

WAT 3.10 Keperawatan Komunitas I 2 1 2 - 
WAT 3.06 Psikososial I KeperawatarJ 2 - ,_ 8 

Mulok KeperawatarJ 2 1 2 

Jumlah 15 4 8 28 

Beban Studi 
Kode Mata Mata Ajar SKS Pengalaman 

Ajar ~ .. 
T p K 

WAT 5.04 Bahasa Inggris II 2 1 2 - 
WAT3.07 Keperawatan Anak II 2 .. .. 8 
WAT 3.04 Kenerawatan Matemitas I 4 2 4 - 
!WAT 3.05 Keoerawatan Medikal Bedah 4 2 8 
WAT3.09 Keoerawatan Medikal Bedah 4 2 4 
!WAT 3.02 Keoerawatan Jiwa I 4 2 4 - 
IWAT3.11 Keoerawatan Keluarza 2 1 - 4 

Mulok Mutu Lavanan ~ 1 4 
kJumlah 22 8 14 120 

SEMESTER 4 

Beban Studi 
Kode Mata Mata Ajar SKS Pengalaman BeJajar Ajar 

T p K 
WAT 4.09 Dokumentasi Keperawatan 2 1 2 - 
WAT4.08 Promosi Kesehatan 2 1 2 ,_ 

WAT 5.03 Bahasa Inggris I 2 1 2 - 

WAT 5.01 
Manajemen dan 2 2 - ,_ 

Kepemimpinan Dalam 
WAT4.05 Keperawatan Profesional 2 1 2 ,_ 

WAT 3.01 Keperawatan Medika 4 2 4 ... 
,_ .... - 

WAT3.03 Keperawatan Anak I 4 2 4 ... 

Mulok Kewirausahaan 2 1 1 

Jumlah 17 7 7 3 

• 

SEMESTER 3 
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d. Kalender akademik. 
Kalender akademik merupakan rencana kegiatan pembelajaran 

selama 1 (satu) tahun terdiri dari: 
1. Peneri.maan mahasiswa baru; 
2. Registrasi ulang; 
3. Pengenalan program studi (PPS); 
4. Perkuliahan dan praktik efektif; 
5. Pelaksanaan UTS ; 
6. Pelaksanaan UAS; 
7. Penilaian pencapaian kompetensi; 
8. Yudisium; 
9. Libur; 
10. Wisuda 

c. Lama dan beban studi 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

232 Tahun 2000, masa studi untuk program diloma III terdistribusi 
ke dalam sekurang-kurangnya 6 semester dan sebanyak-banyaknya 
10 semester. Behan studi program diploma III adalah 110-120 SKS. 

1 {satu) satuan kredit semester {SKS) untuk pembelajaran teori 
setara denganl jam kegiatan perkuliahan disertai dengan 1-2 jam 
kegiatan terstruktur danl-2 jam tugas mandiri. Untuk pembelajaran 
praktik laboratorium 1 (satu) SKS setara dengn 2 jam praktik disertai 

_t dengan 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam tugas mandiri. 
Sedangkan 1 {satu) SKS untuk pembelajaran praktik klinik 

lapangan setara dengan 4 jam praktik klinik/ lapangan disertai 1-2 
jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam tugas mandiri. 

Jumlah minggu efektif antara 14-16 minggu kuliah atau kegiatan 
terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2-3 minggu 
kegiatan penilaian. 

SEMESTER 6 
Behan Studi 

Kade Mata Mata Ajar SKS Pengalaman 
. Ajar - .. 

T p K 
WAT3.14 Keperawatan Komunitas II 3 1 - 8 
WAT 3.12 Keperawatan Gerontik 2 1 - 4 

WAT 3.15 Keperawatan 3 1 2 - Kegawatdaruratan 
WAT3.06 Keperawatan Jiwa II 2 - - 8 

KTI 2 - - 8 
Afiliasi 

Jumlah Kredit Semester 12 3 2 28 
I 

• 'L 

398 36 



c. Standar pengawasan proses pembelajaran. 
Pengawasan proses pembelajaran adalah bentuk penjaminan 

mutu pembelajaran yang ditujukan untuk menjamin bagi terjadinya 
proses pembelajaran yang bermutu ke arah tercapainya kompetensi 
dasar (KD) sebagaimana ditetapkan. Pengawasan proses 
pembelajaran mencakup kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi 
pelaporan dan langkah tindak lanjut. 

b. Standar pelaksanaan proses pembelajaran. 
Pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada intensitas 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik, antar peserta didik, dan 
antara peserta didik dengan aneka sumber belajar. 

a. Standar perencanaan proses pembelajaran. 
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan reneana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Silabus adalah komponen 
pengajaran yang berisi tentang rencana perkuliahan yang akan 
dilaksanakan selama 1 (satu] semester yang mengatur tentang 
identitas mata kuliah, tujuan mata kuliah, uraian materi, 
pendekatan pembelajaran media, evaluasi hasil belajar dan referensi 
yang digunakan (Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikart Tinggi 
Nomor 43/dikti/kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan 
kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan 
tinggi. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rancangan 
kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserata didik dan 
pendidik dalam mencapai kompetensi tertentu. 

Proses pembelajaran dikembangkan sesuai dengan tujuan dan lingkup 
proses belajar mengajar (PBM) maupun kompetensi yang ingin dicapai. Menurut 
Peraturan Pemerintah. Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 standar proses 
pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 
pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses 

• pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajam yang efektif dan efisien. 

2. Standar Proses 
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'- i NO KOMPETENSI 

1 Menerapkan konsep, Prinsip Etika Keperawatan dan Komunikasi Dalam 
Praktek Keperawatan Profesional 

2 Menerapkan Pendekatan Proses Keperawatan dalam melaksanakan 
IAsuhan keperawatan dengan berfikir kritis 

3 Mengkonsultasikan penanganan pasien terhadap tim kesehatan lain 

4 Melaksanakan tindakan pengobatan sebagai hasil Kolaborasi 

5 Me laksanakan persiapan pemeriksaan diagnostik dan tindakan khusus 
sebagai hasil kolaborasi 

' 6 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
pemenuhan kebutuhan oksigen 

7 Melaksanakan Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan 
pemenuhan kebutuhan cairan, elektrolit dan darah • Melaksanakan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan 8 oemenuhan kebutuhan nutrisi 

9 Melaksanakan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan 
pemenuhan kebutuhan eliminasi: urin dan fekal 

' Melaksanakan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan 10 pemenuhan kebutuhan rasa 
aman dan nyaman 
Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dalam pemenuhan 

11 kebutuhan mobilisasi 
dan transportasi 

12 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
istirahat dan tidur 

13 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien terminal 
14 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien menjelang ajal 
15 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien pre dan post Operasi 
16 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat 
17 Melaksanakan Asuhan keperawatan pada anak sehat • 18 Melaksanakan asuhan keperawatan pada anak sakit 
19 Melaksanakan asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi 

20 Melaksanakan asuhan keperawatan pada ibu hamil normal dan 
komplikasi 

21 Melaksanakan asuhan keperawatan pada ibu intranatal dan bayi barn 
lahir · 

~ 

Standar Kompeterrsi lulusan D III Keperawatan • 

3. Standar Kompetensi Lulusan. 
Buku pencapaian keterampilan pembelajaran praktek berisi; kompetensi, 

keterampilan, tingkat penguasaan, waktu mengerjakan keterampilan dan 
pengesahan oleh pembimbing Institusi pendidikan menentukan kompetensi yang 
harus dikuasai oleh mahasiswa. 
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Kualifikasi Pendidikan No Nama 
S2 Sl + Profesi Sl 

1 Rostianna Purba, S.Pd., M.Kes v 
2 Agustina Hutauruk, SST., M.Kes v 
3 Maria M. Saragi, S.Kep., Ns., v M.kep., Sp.Mat 
4 Nurlailan Batubara, S. Kep. Ns, v M.Kep 
5 Augustianny Situmeang, SKM, v M.Kes 
6 Muthoh Hariani, S.Kep. Ns v 
7 Marganda H. Limbong, S.Kep. Ns v 
8 Lasmarida br. Silalahi, SKM v 
9 Arianto Sembiring, S.Kep. Ns v 
10 Tiur R. Sitohang, S.Kep. Ns v 
11 Sri Dauni Marbun, S.Kep, Nets v 
12 Rosmaliana Purba, S.Kep Ns v 
13 Duma Pratiwi Purba, S.Kep. Ns v 
14 Muhammad Akhyar Nuary, v S.Kep. Ns 
15 Muda Putra, SKM v 
16 Winda Darpianur, S.Kep. Ns v 
17 Christa Gumanti Manik, S.Kep. v Ns 
18 Debby Marlina Hutabarat, SKM v 

Ketersediaan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi pendidik:an 

e. Tenaga Dosen 

4. Standar Pendidik dan Kependiclikan 

23 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah 
1-- --"-.a+.-,..., • , lr~~ 

24 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah 
psikososial 

25 Melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa 
26 Melaksanakan asuhan keperawatan komunitas 

27 Melakasanakan asuhan pada kelompok khusus {anak sekolah, pekerja, 
ansia) 

28 Melaksanakan asuhan keperawatan pada keluarga 
29 Berperan serta dalam penelitian dan pengembangan keperawatan 
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RU ANG PERABOTDAN KETERCAPAIAN MINIMAL 
PERALATAN PENDIDIKAN ,JUMLAH SATUAN 

RU ANG Meia dosen 1 Unit 
kuliah Kursi dosen 1 Unit 

Kursi kuliah mahasiswa 42 Unit 
Multi media OHV /LCD 1 Unit 
White board 1 Unit 
Spidel 1 Unit 
Air Conditioner 2 Unit 
Penghapus 1 Unit 
Phantom 3 Unit I 

Laboratorium 
Instrument keperawatan 3 Unit 
medical bedah 

-- 

Standar sarana dan prasarana (perabot dan peralatan pendidikan) 

Standar sarana yang harus tersedia mencakup perabot, peralatan 
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 
bahan habis pakai dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk 
menunjang proses pernbelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 
Prasarana yang harus tersedia meliputi lahan, ruangan pendidikan, ruang 
administrasi dan ruang penunjang. 

5. Standar Sarana dan Prasarana 

No Nam.a Kualifikasi pendidikan 
Sl DIII SLTA SMP SD 

1 Ramlah Yusni v 
Tumanzzer ,S.Sos 

2 Tuty Mawarny Sitinjak, v 
SST 

3 Merita Junita Hutabarat, v 
S.Pd 

4 Dian Transiska, S.Kep. v 
Ns 

5 Anggun Ady S. Gorat, v 
s.xee. Ns 

6 Ahmad Ansari, Amd v 
7 Remiani Simbolon, AMK v 
8 Josep Sinaga, AMK v 
9 Andresman Hutabarat, v 

AMK 
10 Pada Mulia Hasibuan v 
11 Rinto Pardede v 
12 Roida Elriana v 

Simatupang 
13 Lenni Lovinna Sibuea v 
14 Natal Erinson Situmeanz v 
15 DediBangun v 
16 Rina Wati Simamora v 
17 Hermansvah Panzzabean v 

Kuaiifikasi Tenaga penunjang pendidikan 

f. Tenaga Penunjang Pendidikan 
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maternitas 
Instrument keperawatan 3 Unit 
anak 
Instrument keperawatan 3 Unit 
iiwa 
Instrument keperawatan 3 Unit 
dasar 
Instrument keperawatan 3 Unit 
komunitas 
Instrument keperawatan 1 Unit 
kritis (ICU) 
Sterilisator 2 Unit 
EKG 1 Unit 
Ventilator 1 Unit 
Sound lung. 1 Unit 
Suction 2 Unit 
Nebu · .. 

1 Unit .. 
,; 

Perpustakaan Meja operator I Sirkulasi 1 Unit 
Kursi operator I Sitkulasi 1 Unit 
Meia pelavanan 1 Unit 
Kursi pelayanan 1 Unit 
Kursi baca 25 Unit 
Meja baca ( panjang ) 8 Unit 
Personal computer 1 Unit 
Journal 1 Buah 
Buku referensi 1194 Buah 
Buku teks 100 Buah 

Laboratorium Master Control Console 1 Unit 
bahasa Master TV Monitor 1 Unit 

Meja dosen 1 Unit 
Kursi dosen 1 Unit 
Meia mahasiswa(twin) 8 Unit 
Kursi mahasiswa 16 Unit 
Komputer unit 1 Unit 
Teacher Headset 1 Unit 
Student Headset 16 Unit 
Master Casette Record 1 
LCD /Proyektor 1 
Box Stage 1 Unit 

Laboratorium Meja Operator 1 Unit 
Komputer Kursi Operator 1 Unit 

Komputer Server 1 Unit 
Personal Komputer 10 Unit 

Laboratorium Laboratorium keperawatan 1 
keperawatan dasar 

Laboratorium keperawatan 1 
medical bedah 
Laboratorium keperawatan 1 
matemitas 
Laboratorium keperawatan 1 
anak 
Laboratorium keperawatan 1 
komunitas 
Laboratorium keperawatan 1 
..... -- ... - 
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•· 

evaluasi pengembangan 
pedidik · dan tenaga kurikulum, evaluasi pendayagunaan 

kependidikan, audit internal dan akreditasi. 

b. Pengawasan 
pengawasan pengelolaan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, 
pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

c. Evaluasi 
Evaluasi yang dilakukan meliputi 

2. Misi Akper Kabupaten Tapanuli Tengah adalah: 
a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan untuk 

menghasilkan perawat vokasi yang profesional khususnya 
dalam keperawatan bencana. 

b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian ilmiah 
dalarn bidang kesehatan, pendidikan dan keperawatan 
khususnya keperawatan bencana. 

c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian 
masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan 
keperawatan khususnya bidang keperawatan bencana. 

1. Visi Akper Kabupaten Tapanuli Tengah adalah: 
"Menjadi Program Studi Yang Unggul Dalam Keperawatan 
Bencana Tahun 2020" 

Standar pengelolaan pendidikan · tenaga kesehatan adalah standar 
yang menguraikan kegiatan manajerial yang terdiri . dari perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan program institusi pendidikan tenaga 
kesehatan. Pengelolaan oleh sebuah pendidikan meliputi perencanaan, 
pengawasan, dan evaluasi program. 
b. Perencanaan. 

Dalam mendirikan sebuah institusi pendidikan tenaga 
kesehatan para penyelenggara harus memiliki alasan dan maksud 
dalam pendirian sebuah institusi. Perumusan alasan dan maksud 
tersebut perlu dituangkan ke dalam visi, misi,: tujuan dan strategi 
pengembangan institusi pendidikan tenaga kesehatan tersebut. 

6. Standar Pengelolaan 
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No Komponen Biaya 
A Biava Langsung 
1. Biava Operasional 

a. Belanja Pegawai 
1. Gaji Dosen / Pembimbing dan tunjangan lainnya 
2. Honor Pengajar 
3. Honor pembimbing 
4. Belanja pegawai lainnya 

b. Biaya Bahan Baku 
1. Pengadaan sarana dan prasarana 
2. Pengadaan bahan laboratorium 
3. Pengadaan buku perpustakaan 
4. Biaya bahan baku lainnya 

c. J asa Pelayanan 
1. Insentif 
2. Jasa Pelayanan Lainnya 

• d. Biaya Pemeliharaan 
1. Biaya laboratorium 
2. Biaya pemeliharaan lainnya 

e. Langganan daya dan jasa 
1. Internet 

f. Biaya Personal Peserta Didik 
1. · Biaya praktikum 
2. Biaya PKL 
3. Biaya personal peserta didik lainnva 

Jumlah Biaya Langsung 

A Biava Tidak Langsung 
1 Biaya Operasional 

a. Belanja pegawai 
; 1. Gaji tenaga kependidikan dan tunjangan lainnya 

2. Honor Satpam 
3. Biaya lembur 

• 4. Belanja pegawai lainnya 

b. Biaya administrasi kantor 
1. ATK 

! 2. Biaya Rapat 
3. Biaya administrasi lainnya 

c. Biaya pemeliharaan 
-- 

:1 
·, 
I: 

I 
.I 

I 

Penentuan komponen dan biaya yang dibutuhkan tiap mahasiswa per 
semester adalah se bagai beriku t: 

I 
1'. 

'I t 
I 

7. Standar Pembiayaan 

Standar pembiayaan merupakan standar untuk mengatur seluruh 
komponen di institusi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Tengah dan biaya penyelenggaran pendidikan. Sumber biaya 
berasal dari APBD. 

I 
I 

·1 
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Standar penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan 
yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian 
hasil belajar peserta didik. Penilaian adalah proses pengumpulan dan 
pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta 
didik. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan 
bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku 
peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

Penilaian oleh pendidik yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik 
(dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memarttau proses, 
kemajuan belajar serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan 
pembelajaran yang meliputi : 

a. Menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian sesuai silabus 
mata kuliah pada awal semester; 

b. Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar dan 
memilih tekhnik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus 
mata kuliah; 

c. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan 
bentuk dan penilaian yang dipilih; 

d. Melaksanakan test formatif dan sumatif, pengawasan dan/ atau 
bentuk lain yang diperlukan; 

e. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar 

• 

8. Standar Penilaian Pendidikan 

2. Pemeliharaan kendaraan 
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana 

d. Langganan daya dan jasa 
1. Listrik 
2. Telepon 
3. Koran dan majalah 
4 . Biaya langganan biaya daya dan jasa lainnya 

e. Penyusunan dan atmortirasi 
1. Penyusunan aktiva 
2. Penyusutan aktiva tak berwuiud 

2 Biaya personal peserta didik 
a. Bantuan mahasiswa 
b. Biaya personal peserta didik lainnya 
Jumlah Biaya Tak Langsung 

J umlah Total 

Jumlah Mahasiswa 

Biaya Langsung permahasiswa 

Biaya tidak langsung mahasiswa 

Total Biaya Permahasiswa 
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3. Teknik penilaian hasil belajar. 
a. Bobot pertilaian. 

Bobot penilaian tergantung pada bobot tugas atau soal 
yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. 
Perimbangan bobot nilai ditetapkan oleh dosen pengampu 
dan diberitahukan kepada peserta didik pada awal kuliah. 

b. Nilai Akhir. 
Nilai akhir mata kuliah oleh dosen pengampu berupa huruf 
mutu ( A,B,C,D dan E) dan nilai akhir ditulis di kartu hasil 
studi (KHS). • 

Penilaian oleh satuan pendidikan tenaga kesehatan terdiri dari : 
a. Kegiatan penilaian oleh satuan pendidikan. 
b. Penialain pencapaian kompetensi. 

1. Jenis penilaian hasil belajar pada setiap mata kuliah meliputi 
penggabungan dari : 
a. Penilaian formatif: tugas, laporan praktek, UTS; 
b. Penilaian sumatif: UAS; 
c. Penilaian komprehensif: UAP, uji penilaian pencapaian 

kompetensi 
2. Ranah dan metode penilaian 

Aspek yang dinilai dari pencapaian kompetensi meliputi 
kognitif, afektif dan psikomotor. Penilaian ranah kognitif, afektif 
dan psikomotor dapat dilakukan pada penilaian pembelajaran 
teori, praktek laboratorum dan klinik lapangan sesuai dengan 
kompetensi yang akan dicapai. Metode yang digunakan untuk 
penilaian kognitif yaitu dengart tes tulis dan lisan. Untuk 
penilaian afektif yaitu dengan observasi, pertanyaan dan 
wawancara, sedangkan untuk penilaian psikomotor mencakup 
penilaian produk, proses, dan proses dan produk. 

• 

f. Memberikan umpan balik dan/ atau mengembalikan basil pekerjaan 
peserta didik disertai komentar yang mendidik; 

g. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran; 
h. Melaporkan hasil penilaian mata kuliah pada setiap akhir semester 

kepada pimpinan satuan pendidikan . 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 13 

Diundangkan di Pandan 
pada tanggal 22 April 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, 

. \~ -: 
HENDm SUSAiffO ~G 

SUKRAN JAMILAN TANJUNG 

ttd 

BUPATITA.PANULITENGAH 

2 68 - 78 2.75 - 3.50 B 
3 58 - 67 2.00 - 2.74 C 
4 41-55 1.00-1.99 D 
5 0-40 0.00-0.99 E 

Konversi nilai Akper Pemerintah Kahu.paten Tapanuli Tengah =-------, 
No Nilai Absolut Angka Mutu Huruf Mutu 

------i 1 79 - 100 3.51 - 4.00 A 

46 

• 



3. ACUAN. 
3.1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.03.0/I/II/4/01531/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang 
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Akper Pemkab. 
Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara; 

3.2. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor HK, 00.06/I/III/1/02000/2011 tanggal 20 
April 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipensimaru 

2. RUANG LINGKUP. 
Berlaku dalam kegiatan pendaftaran mahasiswa baru di Akademik 
Keperawatan Pemkab. Tapanuli Tengah. 

A. PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR UJIAN TULIS 
1. TUJUAN. 

Untuk menjamin kelancaran. penerimaan mahasiswa barn Akademik 
Keperawatan Pemkab. Tapanuli Tengah. 

4. Sarana dan Prasarana. 
4.1. Inventarisasi barang; 
4.2. Pemeliharaan barang. 

3. Sumber Daya Manusia (SDM). 
3 .1. Sistem rekruitmen tenaga pendidik dan kependidikan; 
3.2. Sistem pengembangan karier tenaga pendidik. 

2. Keuangan. 
2.1. Penyusunan anggaran bersumber masyarakat/ orang tua; 
2.2. Penerimaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP), dan Dana 

Sumbangan Pengembangan Pendidikan (DSPP); 
2.3. Penggunaan anggaran kegiatan yang dibiayai dari DPP dan DSPP; 
2.4. Pelaporan Anggara bersumber masyarakat/orang tua. 

1. Pelayanan. 
1.1. Penerimaan Mahasiswa Barn melalui jalur tulis; 
1.2. Registrasi Akademik mahasiswa barn dan lama; 
1.3. Proses Belajar Mengajar (PBM); 
1.4. Ujian Akhir Semester (UAS); 
1.5. Prosedur Penerbitan Ijasah Diploma Akper Pemkab. Tapanuli Tengah; 
1.6. Pengabdian kepada masyarakat. 

Prosedur kerja dalam rangka menjalankan setiap kegiatan di Akper Pemkab. 
Tapanuli Tengah disusun · bersamaan dengan persiapan pelaksanaan sistem 
manajemen mutu ISO 9001.:.2000. Contoh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
digunakan di Akper Pemkab. Tapanuli Tengah antara lain: 

Standar Operasional Pi'osedur (SOP) Akedemi Keperawatan Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Tengah 

Lampiran 
Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 13 Tahun 2016 
Tanggal : 22 April 2016 
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5. PROSEDUR (procedure}. 
5.1. Tanggungjawab dan wewenang 

5 .1.1. Direktur; 
5.1.2. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan; 
5.1.3. Kepala Subbag Tata Usaha. 

5.2. Pelaksanaan. 
5.2. L Wakil Direktur III Bidang administrasi Umum yang 

dibantu oleh Panitia Seleksi penerimaan mahasiswa baru 
Institusi bertanggungjawab terhadap persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan Sipemnaru; 

5.2.2. Calon mahaiswa memperoleh informasi pendaftaran ujian 
masuk Akper Pemkab. Tapanuli Tengah; 

5.2.3. Panitia melakukan pengukuran tinggi badan dan berat 
badan calon mahasiswa baru; 

5.2.4. Calon mahasiswa memenuhi persyaratan tinggi dan berat 
badan selanjutnya melakukan pembelian formulir 
pendaftaran ke Panitia; 

5.2.5. Panitia menyerahkan formulir kepada calon mahasiswa 
baru dan calon mahasiswa mengisi formulir selanjutnya 
menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran ke panitia; 

5.2.6. Panitia memeriksa kelangkapan persyaratan pendaftaran; 
5.2. 7. Panitia akan memasukan data (entry data) identitas calon 

mahasiswa yang selanjutnya menyerah kartu ujian; 
5.2.8. Panitian Institusi melaporkan jumlah peserta uji tulis ke 

Panitia Propinsi; 
5.2.9. Panitia Institusi menyelenggarakan ujian tulis sesuaijadwal 

yang telah ditentukan Panitia Seleksi penerimaan 
mahasiswa baru dan pemeriksaan kesehatan dihari yang 
sama; 

5.2.10. Koreksi dan penetapan hasil uji tulis ditetapkan bersama 
oleh panitia institusi dan panitia propinsi sedangkan untuk 
pemeriksaan kesehatan dikeluarkan oleh pelayanan 
kesehatan milik pemerintah yang ditunjuk Institusi; 

5.2.11 Pengumuman hasil uji tulis dan kesehatan dilaksanakan 
melalui papan pengumuman di Akper Pemkab. Tapanuli 
Tengah selambat- lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan; 

5.2.12. Peserta dinyatakan lulus apabila lulus pada ujian tulis dan 
lulus pada pemeriksaan kesehatan; 

5.2.13 Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melakukan 
pembayaran uang kuliah melalui rekening bank atas nama 
Komite Orang Tua Akper Pemkab. Tapanuli Tengah Nomor 
Rekening 3827-01-022901-53-8 di Bank BRI Pandan 

• 

4. DEFINISI. 
Calon mahasiswa adalah calon peserta didik lulusan SMA/ SMU I MA/ SMK 
dengan ujian nasional atau yang sederajat yang berminat mengikuti 
pendidikan diploma III keperawatan di Akper Pemkab. Tapanuli Tengah. 

• 

3.3. Surat Dirjen Dikti Nomor 982/D/T/2000 tentang Tata Cara 
Penerimaan Mahasiswa Baru; 

3.4. Keputusan Mendiknas Nomor 34 tahun 2010 tentang pola 
penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi yang 
diselenggarakan oleh pemerintah; 

3.5. Petunjuk Teknis pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru 
pendidikan tinggi kesehatan yang disepakati oleh APrIKESDA. 

410 48 



• 

7. DIAGRAM ALIR sebagai berikut: 

6.5. 

6.6. 

6.7. • 6.8. 
6.9. 
6.10. 
6.11. 
6.12. 

6. DOKUMENTASI (documentation) 
6.1. Formulir pengisian pengukuran tinggi badan (TB) dan berat badan 

{BB); . 
6.2. Formulir pendaftaran mahasiswa baru; 
6.3. Formulir Berita Acara serah terima naskah soal dan lembar 

jawaban dari Ketua Panitia Propinsi/Supervisor kepada Ketua 
Panitia Institusi; . 

6.4. Formulir Berita Acara serah terima naskah soal dan lembar 
jawaban dari Ketua Panitia institusi kepada Pengawas ruangan uji 
tulis; 
Formulir Berita Acara serah terima lembar jawaban hasil uji dari 
Pengawas kepada Pengawas ruangan uji tulis; 
Formulir Berita Acara serah terima lembar jawaban hasil uji dari 
Ketua panitia institusi kepada Ketua Panitia Propisi/ Supervisor; 
Formulir Daftar Hadir Peserta Ujian; 
Formulir Daftar Hadir Pengawas Ujian; 
Formulir berita Acara Pelaksanaan ujian tu1is; 
Formulir rekapitulasi Hasil Ujian Tulis; 
Formulir Test Kesehatan; 
Formulir Berita Acara serah terima mahasiswa baru beserta berkas 
pendaftaran dari Ketua Panitia Institusi kepada Kepala Subbag 
Administrasi dan Kemahasiswaan; 

6.13. Keputusan Direktur tentang penetapan mahasiswa baru. 

5.2.14 
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Tapanuli Tengah atau dengan langsung ke Bendahara 
Akper; 
Calon mahasiswa melaksanakan daftar u1ang ( registrasi) 
dengan cara menyerahkan formulir bukti pembayaran uang 
kuliah (dari Bendahara Komite Orang Tua Akper) atau · 
membawa resi bank sesuai dengan . batas waktu yang 
ditentukan. 

5.3. Pengendalian/pemantauan . 
5.3.1. Direktur Akper Pemkab. Tapanuli Tengah mengendalikan 

pelaksanaan Seleksi penerimaan mahasiswa baru; 
5.3.2. Wadir III Bidang Kemahasiswaan Memantau pelaksanaan 

Seleksi penerimaan mahasiswa baru. 



LULUS 

Tidak lulus 

• 
Pemeriksaan kesehatan Ujian Tulis 

Entry data & pengambilan kartu 

Validasi persyaratan 

Formulir pendaftaran 

Mengisi & Melengkapl 

• 
Pengambilan formulir 

pendaftaran 

Keperawatan 
Laki-laki : 155 cm 
Perernpuan : 150 cm 

Pengukuran TB 

•• 

DIAGRAM ALIR 
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5. PROSEDUR (procedure). 
a. Tanggungjawab dan wewenang 

1. Kasubag Tata Usaha; 
2. Kepala seksi akademik. 

b. Pelaksanaan. 
1. Pada awal semester Kasi Akademik menginformasikan kepada 

mahasiswa tentang registrasi akademik untuk semester yang 
akan berjalan; 

• 

4. DEFINISI. 
Registrasi mahaiswa adalah daftar u1ang mahasiswa baru dan lama untuk 
memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebelum 
perkuliahan dimulai., 
PBM = Proses Belajar Mengajar; 
IP = Indeks Prestasi; 
PA = Pembimbing Akademik; 
KRS = Kartu Rencana Studi; 
KHS = Kartu Hasil Studi. 

d. 

c. 

b . 

3. ACUAN. 
a. Surat Dirjen Dikti Nomor 982/D/T/2000 tentang Tata Cara 

Penerimaan Mahasiswa Baru; 
Keputusan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2010 tentang pola 
penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi yang 
diselenggarakan oleh pemerintah; 
Petunjuk Teknis pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru 
pendidikan tenaga kesehatan yang disepakati oleh asosiasi perguruan 
tinggi kesehatan daerah (APTIKESDA); 
Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Diploma Akper Pemkab 
Tapanuli Tengah. 

• 

2. RUANG LINGKUP. 
Penerapan prosedur ini terbatas pada lingkup Sub Bagian Administrasi 
Akademik, kemahasiswaan dan pencapaian kompetensi, serta Unit 
Komunikasi dan Informasi (Korn-Info) di Akper Pemkab Tapanuli Tengah 

1. TUJUAN. 
Tercatatnya mahasiswa baru dan lama sebagai mahasiswa Akper Pemkab 
Tapanuli Tengah. 

B. PROSEDUR REGISTRASI AKADEMm MAHASISWA BARU DAN LAMA 

SE LESA I 
1---_M_ah_a_s_is_w_a_b_ar_u _ _.\ CJ 

Registrasi 
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• 

7. DIAGRA.iVI ALIR sebagai berikut: 

6. DOKUMENTASI (documentation). 
6.1 Formulir Kartu Rencana Studi (KRS); 
6.2 Daftar Hadir Mahasiswa; 
6.3 Format Daftar Hadir. 

• 

c. Pengendalian/ pemantauan. 
5.3.1 WADIR III Bidang kemahasiswaan memantau pelaksanaan 

registrasi mahasiswa; 
5.3.2. Seksi Akademik bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 

registrasi mahasiswa . 

2. Mahasiswa membayar uang kuliah melalui rekening bank a.n. 
Komite Orang Tua Akper Pemkab, Tapanuli Tengah Nomor 
Rekening 3827-01-022901-53-8 di Bank BRI Pandan Tapanuli 
Tengah" ke Bendahara Akper; 

3. Mahasiswa mengambil KRS dengan menyerahkan bukti 
pembayaran biaya kuliah (resi bank) atau kartu pembayaran dari 
bendahara Akper kepada kasi akademik, menunjukkan bahwa 
mahasiswa telah melakukan registrasi administrasi; 

4. Kasi akademik menyerahkan KHS kepada PA sesuai kclompok 
bimbingannya; 

5. Mahasiswa mengisi KRS dengan bimbingan PA untuk mahasiswa 
baru, dan mahasiswa lama mengisi KRS dan mengambil KHS 
dari PA; 

6. Mahasiswa menandatangani KRS dan disahkan oleh PA setelah 
melakukan bimbingan dan konseling; 

7. Mahasiswa mengembalikan KRS kepada Seksi akademik-Pk 
yang asli, dan satu rangkap salinan KRS diserahkan kepada PA; 

8. Kasi Akademik merekap KRS yang masuk sebagai dasar 
pembuatan daftar hadir kuliah mahasiswa; 

9. Kepala Unit Informasi melakukan entry date berdasarkan daftar 
hadir kuliah mahasiswa. 
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- Daftar Mahasiswa 
- Format daftar hadir 

Seksi Akademik 
Mahasiswa 

- Mahasiswa 
- Seksi Akademik 

-PA 
- Mahaiswa 

- PA 
- Mahasiswa 

- Formulir KRS - Seksi akademik -PA 
- Mahasiswa 

- Daftar nama - W adir II Administrasi 
mahasiswa 

- Seksi Akademik-Pz, 
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( SELES~ 

Rekap Mahasiswa dan mata kuliah 
Untuk absensl perkuliahan 

i 
Daftar hadir 
mahasiswa 

Pengembalian KRS ke Seksi 
Akademik 

Penandatangan KRS 

Pengisian KRS (baru/lama) 
Penyerahan KHS (lama) 

Penyerahan KRS 

lnformasi registrasi 

] MULAI ( 

Diagram Alir 

• 

• 

• 



6. DOKUMENTASI (documentation) 
a. Silabus; 
b. SAP/RPP teori; 
c. SAP /RPP praktek; 
d. Daftar hadir mahasiswa; 
e. Daftar hadir dosen dan pembimbing. 

• 
5. PROSEDUR (procedure) 

a. Tanggungjawab dan wewenang; 
1. Wadir I bidang Akademik . 

b. Ka Seksi Administrasi Akademik; 
c. Pelaksanaan. 

1. Pada tahap pendahuluan PBM di kelas dan. laboratorium, dosen 
melakukan pembukuan perkuliahan, mengecek kehadiran 
mahasiswa dan menjelaskan tujuan instruksional perkuliahan 
pada tahap tatap muka terse but sesuai dengan SAP /RPP yang 
telah disusun; 

2. Pada tahap pendahuluan PBM di lahan praktek, dosen mengecek 
kehadiran mahasiswa menjelaskan tujuan instruksional 
perkuliahan sesuai SAP /RPP yang telah disusun; 

3. Pada tahap penutup PBM, dosen menyimpulkan materi 
perkuliahan, mengevaluasi pemahaman mahasiswa melalui tes 
lisan (post conference), dan mengisi berita acara (monitoring) 
PBM serta menandatangani daftar hadir dosen. 

d. Pengendalian/Pemantauan. 
1. Wadir I bidang Akademik memantau pelaksanaan PBM; 
2. Kasi Akademik bertanggung jawab terhadap kelancaran/jalanya 

PBM; 
3. Koordinator Mata Ajar (MA) dan Dosen bertanggungjawab 

terhadap materi perkuliahan . • 

4. DEFINISI 
Proses belajar mengajar (PBM) adalah interaksi antara mahasiswa dan 
dosen atau instruktur k1inik (CI) yang meliputi teori dan praktek baik di 
dalam kampus maupun di luar kampus dengan mengacu pada ketentuan 
(SAP /RPP) yang dilaksanakan oleh Kasie Akademik di lingkungan Akper 
Pemkab. Tapanuli tengah. 

3. ACUAN. 
a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

861/Menkes/SK/X/2006 tentang Kurikulum Pendidikan Diploma III 
Keperawatan; 

b. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang 
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian 
Hasil Belajar mahasiswa. 

2. RUANG LINGKUP. 
Penerapan prosedur ini terbatas pada lingkup administrasi akademik, 

• kemahasiswaan, dan pencapaian kompetensi di Akper Pemkab Tapanuli 
Tengah. 

1. TUJUAN. 
Untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar (PBM) di kelas, 
laboratorium, dan lahan praktek di lingkungan Akper, 

C. PROSEDUR PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM) 
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DIAGRAM ALIR PENANGGUNG DOKUMEN 
JAWAB 

- Seksi Akademik - DHM & SAP /RPP 

( MULAI ) - Koord. MA 
- Do sen 

i - Seksi Akademik - DHM & SAP/RPP 
lnforrnas! registrasi - Koord MA - Materi Perkuliahan 

- Do sen 

t - Seksi Akademik 
Penverahan KRS - Koord MA 

- Do sen 'i 

i 
Penglslan KRS - Seksi Akademik 

- Koord. MA 
+ - Do sen 

Penandatangan KRS Seksi akademik - 
- Koord MA t - Do sen 

( SELESAI ] - Seksi Akademik - DHM, SAP/RPP, DHD 
- Koord MA - Materi Perkuliahan 
- Do sen 

Diagram Alir 
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Ruang ujian, daftar hadir UAS, berita acara UAS :::.==': ~": UA~engamanan naskah soal .:~~ 
Wadir I Bidang Akademik memantau kelancaran · .. · '.:~ ·j 

-~~~ pelaksanaan UAS; /; 
Pengawas ujian melakukan pengawasan sesuai jadwal dart''~~~....,..,. 
ketentuan yang berlaku, selanjutnya menyerahkan lembai:rJ~ ""'·; 
jawaban UAS kepada Panitia UAS; · ..... ) 

. Ka Seksi Akademik melalui Panitia UAS mendistribuskan ;:._ 
kepada koordinator MA/dosen untuk dikoreksi paling .. ,¢#/it' 
Iambat 3 hari setelah naskah ujian MA tersebut 

··..,;._ 
- 

5.2.9. 

5.2.8. • 
5.2.7. 

5.2.6. 

.5.2.5. 

• 
5.2. Pelaksanaan 

5.2.1. Surat permintaan naskah soal, jadwal, daftar pengawas 
dibuat oleh Seksi akademik disahkan oleh Direktur; 

5.2.2. Surat permintaan naskah soal didistribusikan kepada 
koordinator mata ajar, 2 minggu sebelum pelaksanaan 
UAS; 

5.2.3. Jadwal dan daftar pengawas UAS diumumkan kepada 
maha-siswa, dosen dan pengawas UAS paling lambat 3 hari 
sebelum UAS dilaksanakan; 

5.2.4. Ka Seksi Akademik melakukan pengecekan terhadap maha­ 
siswa untuk persyaratan administrasi dan akademik 
sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti 
UAS; 
Bila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan administrasi 

. wajib mengajukan surat pemyataan disahkan oleh Wadir II 
Bid. ApUM, Keuangan dan Kepegawaian atau rekomendasi 
tertulis dari Wadir I Bidang Akademik untuk mengikuti 
UAS; 

3. ACUAN 
3.1. Kepmenkes RI No HK.00.06.2.4.3199 tanggal 14 September 2011 

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang 
Pcndidikan Tinggi Diknakes; 

3.2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diploma pada Akper Pemkab. 
Tapanuli Tengah. 

4. DEFINISI 
Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi pembelajaran mahasiswa pada 
akhir semester ganjil dan genap, diperuntukkan bagi mahasiswa Akper 
Pemkab. Tapanuli Tengah yang memenuhi persyaratan administratif dan 
akademik 

5. PROSEDUR 
5 .. 1. Tanggungjawab dan wewenang 

5. 2 .1. Wadir I Bidang Akademik; 
5.2.2. Kepala Seksi Akademik. 

• 
2. RUANG LINGKUP 

Penetapan standar operasional prosedur (SOP) ini terbatas pada lingkup 
Kasi Akademik Akper Pemkab. Tapanuli Tengah . 

D. PROSEDUR UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

1. TUJUAN: 
Untuk menjamin kelancaraan pelaksanaan UAS pada Akper Pemkab. 
Tapanuli Tengah. 
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1. TUJUAN: 
Untuk menjamin kelancaraan penertiban ijasah diploma di Akper Pemkab. 
Tapanuli Tengah, dan ijasah yang dimaksud mempunyai civil effect untuk 
menjngkatkan ieuiaug karier 

E. PROSEDUR PENERBITAN IJASAH DIPLOMA AKPER PEMKAB. TAPANULI 
TENGAH 

Penyampaian Lembr Jwbn 
UAS kpd foord MK 

Permintaln nilai UAS 
I 

Pengumum"'!m hasil UAS ~ Daftar nilai 
UAS Dlstrlbusl Kartu UAS 

Pelaksanaan UAS 

Ya • 

Draf jadwal · 
ujian dan draf 
pengawas 

Pengumuman jadwal ujian dan 
daft r IJAS 

Pengadaan ja wal ujian dan 
daftar pengwas UAS 

Pembuatan jadwal ujian & 
Daftar p ngawas 

Wadirl 
Seksi 
akademik 
Panitia UAS 

MULA! I 
DIAGRAM ALIR DOKUMEN PENANGGUNG JAWAB 

Diagram Alir 

6. DOKUMENTASI : 
6.1. Surat permintaan naskah soal UAS; 
6.2. Jadwal UAS; 
6.3. Jadwal Pengawas; 
6.4. Rekapitulasi Nilai UAS. 

5.3.3. 

5.2.10. Nilai UAS diterima oleh Ka Seksi akademik melalui Panitia 
UAS paling lam.bat 2 minggu setelah naskah ujian MA 
didistribuskan; 

5.2.11. Dokumentasi pelaksanaan UAS. 

5.3. Pengendalian/Pemantauan 
5.3.1. Wadir I Bidang akademik memantau pelaksanaan UAS; 
5.3.2. Ka Seksi Akademik bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan UAS; 
Panitia UAS bertanggungjawab terhadap teknis operasional 
kelancaran UAS. 
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• 

5. PROSEDUR 
5.1. Tanggungjawab dan wewenang 

5.1.1. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia; 
5.1.2. Direktur Akper Pemkab. Tapanuli Tengah; 
5. 1.3. Wadir I Bidang Akademik dan Kasi Akademik. 

5. 2. Pelaksanaan 
5.2.1. Seluruh Akper Milik Pemerintah Daerah / APTIKESDA 

Menyepakati bentuk dan desain ijazah; 
5.2.2. Melalui Asosiasi Perguruan Tinggi · Kesehatan Daerah 

(APTIKESDA) dibuatlah memoranding of understanding 
(MOU) ke PERUM PERURI (rekanan) daJam Pencetakan 
Ijazah; 

5.2.3. Blanko ijazah kosong dari PERUM PERURI diisi oleh Akper 
Pemkab. Tapanuli Tengah Mengacu pada Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 
Tahun 2014 ten tang Ijazah, Serti:fikat Kompetensi dan 
Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi; 

5.2.4. Direktur menandatangani ijazah/ pengesahan ijazah yang 
telah dicek kebenarannya Mengacu pada Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 
Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan 
Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi; 

5.2.5. Fotocopy kelulusan disahkan/dilegalisir oleh 
Direktur /Wadir I Bidang Akademik; 

5.2.6. Kasubag Tata Usaha menatausahakan :ijazah daJam buku 
register dan memfotocopinya untuk diarsipkan, kemudian 
:ijazah asli diserahkan kepada lulusan setelah berkoordinasi 
dengan Kepala Seksi Akademik . 

5.3. Pengei:ldalian/Pemanta.uan 
5.3.1. Direktur Akper Pemkab. Tapanuli Tengah mengendalikan 

penertiban ijazah dan memantau pemakaian blanko ijazah; 
5.3.2. Wadir I Bidang Akademik dan Kepala Seksi Akademik 

bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan 
dalam penulisan ijazah. 

6. DOKUMENTASI: 
6.1. Keputusan Peserta Ujian Akhir; 

• 

. I 
I 
I 
I 
I 
I 4. DEFINISI 

Ijasah merupakan bukti otentik dan sah yang menerangkan bahwa 
pemegangnya telah berhasil menyelesaikan program pendidikan pada 
suatu jenjang program diploma bidang kesehatan. 

3. ACUAN 
3.1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.00.06.2.4.3199 Tahun 2004 tentang Juknis Penyelenggaraan Dikti 
Diknakes; 

3.2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.00.06.2.4.3198 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan 
Ijasah Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan; 

3.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan 
Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi. 

• 

2. RUANG LINGKUP 
Peneta.pan SOP ini terbata.s pada lingkup Bidang Akademik, Bidang 
Administrasi Akademik. 
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DERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 13 

SEKRETARIS ~ /ATEN TAPANULI TENGAH, 

HENDRI SUSANTOLG 

Diundangkan di Pandan 
pada tanggal 22 April 2016 

SUKRAN JAMILAN TANJUNG 
ttd 

BUPATITAPANULITENGAH 

Penatausahaan ijazah dan 
penyerahan kepada lulusan 

oleh Direktur 

Penerimaan ljazah 

Pengesahan Direktur 

Pengecekan Tulisan ljazah, ..-- 

Penerimaan Blanko ljazah 

PERUM PERURI 

APTIKESDA menyetujui bentuk dan 
desain ijazah dan membuat MOU 

.__ __ M_u_1a_i _ __.r 
DIAGRAM ALIR 

Diagram Alir 

6.3. Betita acara serah terima blanko ijazah, Puscliknakes Akper; 
6.4. Keputusan Kelulusan; 
6.5. Tanda terima ijazah yang akan ditandatangani Kapusdiknakes dan 

diregistrasi; 
6.6. Betita acara serah terima ijazah Puscliknakes-Akper; 
6. 7. Buku registrasi ijasah dan serah terima ijasah; 
6.8. Contoh cara penulisan ijazah. 
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